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Optimalisasi peran kecamatan dalam membangun akses dan meningkatkan mutu pelayanan, sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau dan profesional mendorong terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan yang dilaksanakan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan Pokok dalam penelitian ini adalah Efektivitas organisasi Kecamatan di Kota Bekasi masih rendah, hal tersebut diduga oleh Implementasi kebijakan dan budaya organisasi yang belum berjalan secara optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode descriptive survey dan explanatory survey dimana menghasilkan  suatu pemahaman mendalam sebagai rekomendasi perbaikan implementasi kebijakan dan budaya organisasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi kecamatan di Kota Bekasi. 

Hasil penelitian secara deskriftif pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan budaya organisasi memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas organisasi Kecamatan di Kota Bekasi. Hasil penelitian secara simultan menunjukan bahwa implementasi kebijakan dan budaya organisasi besar pengaruhnya dan signiflkan terhadap efektivitas organisasi kecamatan di Kota Bekasi yaitu sebesar 90% sedangkan epsilonnya 10%. Secara parsial implementasi kebijakan memberikan pengaruh terhadap efektivitas organisasi dari paling besar sampai terkecil secara berurutan adalah aspek ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, aspek komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, aspek sikap para pelaksana, aspek ukuran dan tujuan kebijakan, aspek sumber-sumber kebijakan, dan aspek lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Dan budaya organisasi memberikan pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap efektivitas organisasi kecamatan dari paling besar sampai dengan yang terkecil secara berurutan adalah sebagai berikut aspek pola-pola komunikasi, aspek identitas, aspek arah, aspek integritas, aspek dukungan dari manajemen, aspek kontrol, aspek toleransi terhadap resiko, aspek inisiatif individu, dan aspek sistem imbalan.

Kesimpulan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan (X1) dan budaya organisasi (X2) secara empirik memberikan kontribusi terhadap efektivitas organisasi kecamatan di Kota Bekasi, baik secara simultan maupun parsial. Dengan demikian implementasi kebijakan dan budaya organisasi dapat dijadikan indikator yang diharapkan dapat untuk memperbaiki efektivitas organisasi kecamatan dalam memberikan pelayanan administrasi terpadu di Kota Bekasi.







Pemerintah daerah sebagai daerah yang memiliki otonom mempunyai kebebasan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Paradigma kebijakan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah dalam kerangka mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Lingkup pelayanan publik sangat luas, mencakup penyelenggaraan publik good dan publik regulation yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).  Seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan merupakan tugas yang hakiki dari sosok aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat yang mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berusaha melayani kepentingan masyarakat dan memperlancar urusan setiap masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional harus ditindaklanjuti dengan berbagai strategi diantaranya penyempurnaan sistem dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Strategi tersebut selanjutnya Tuntutan harus diikuti langkah-langkah praktis dan rasional yang memungkinkan sistem pemerintah dapat berjalan secara efektif dan eflsien di antaranya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan sasaran terwujudnya pelayanan publik yang sederhana, transparan, tepat, terjangkau, lengkap, wajar, serta adil. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya reformasi birokrasi pelayanan, khususnya pelayanan administrasi terpadu.

Dalam kerangka penyelenggaraan fungsi publik regulation, Pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pelayanan publik, di antaranya mengatur mengenai pelayanan administratsi terpadu kecamatan dan penyederhanaan pelayanan perizinan, untuk tujuan meningkatkan kualitas pelayanan di daerah khususnya kecamatan. Kewenangan kecamatan tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menyebutkan bahwa camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian pelimpahan wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi. Atas dasar hal tersebut, kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota mempunyai peran yang sangat strategis, karena kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja pelayanan publik di Kabupaten/Kota, peran strategis inilah yang perlu terus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan (stake holders) dalam rangka memberikan pelayanan publik. Optimalisasi peran kecamatan dalam membangun akses dan meningkatkan mutu pelayanan, sehingga pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau, profesional sehingga mendorong terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan dilaksanakan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang bertujuan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Tachjan (2006:24) mendefinisikan bahwa, “implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan”. 

Kondisi di atas juga mengilustrasikan bahwa diperlukan budaya kerja yang diharapkan terbangunnya Kultur Birokrasi Pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang optimal, antara lain terciptanya iklim kerja yang berorientasi pada etos kerja dan produktivitas yang tinggi melalui pengembangan budaya kerja yang membentuk perubahan sikap dan perilaku serta motivasi kerja. Dengan pengembangan budaya kerja yang tinggi, terbentuk sikap, perilaku, dan budaya kerja pegawai yang etis, bermoral, profesional, disiplin, hemat, hidup sederhana, jujur, produktif, menghargai waktu, menjadi panutan, dan teladan, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pettigrew (1979 : 339,358) memberikan pengertian budaya organisasi sebagai “the system of such publicly and collectively accepted meanings operating for given group at a given time” menurut pendapat di atas bahwa budaya adalah sistem makna yang diterima secara terbuka dan kolektif, yang berlaku untuk waktu tertentu bagi sekelompok orang tertentu. 

Pemerintah Kota Bekasi sebagai institusi yang mempunyai fungsi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah Kota Bekasi berhak mendapatkan pelayanan. Kota Bekasi diharapkan mampu memanfaatkan peluang dan potensinya untuk memainkan peran dan kontribusi lebih besar bagi kepentingan masyarakat. Perhatian Pemerintah Kota Bekasi, sektor swasta, dan seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan dalam rangka menyikapi tantangan tersebut, termasuk pula keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi, deregulasi, debirokratisasi, rekapitulasi, reposisi, rclokasi dan restrukturisasi berbagai aspek panyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya mewujudkan iklim pemerintahan yang kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera. Bagi Kota Bekasi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat dan tidak dapat diabaikan begitu saja serta telah membawa konsekuensi untuk peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur pemerintah sebagai hal yang sangat urgen karena menyangkut kepentingan umum. Masyarakat memandang bahwa pelayanan umum telah menjadi suatu hak yaitu hak atas pelayanan. Kondisi pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada sistem dan budaya kerja yang belum efektif dan eflsien serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur dan banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsive, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan budaya penyelenggaraan pelayanan secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. 

Kualitas pelayanan di kecamatan belum optimal karena terbatasnya sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapat pelayanan publik, serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan pubik sebagimana pernyataan Sjahrir (1986:88) yang menyatakan, ”dalam jasa-jasa publik, kesan umum yang di dapat bahwa efisiensi dan kepuasan konsumen dalam segala segi masih sangat perlu untuk diperbaiki“. Permasalahan lainnya, kurangnya respon dan perhatian petugas dalam memberikan pelayanan dan belum mengerti tentang prosedur maupun tahapan alur pelayanan, masih menjadi hambatan yang kerap terjadi. Akibatnya, masyarakat yang akan melakukan pelayanan tidak merasa nyaman dan terbantu oleh petugas pelayanan. Penjelasan dan alur pelayanan dan syarat apa saja yang harus dipenuhi, belum sepenuhnya disosialisasikan kepada masyarakat. lndikator masalah tersebut di atas diduga disebabkan oleh implementasi kebijakan dan budaya organisasi yang belum dilaksanakan secara penuh. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka fokus penelitian yang disusun dibatasi pada pelaksanaan implementasi kebijakan dan budaya organisasi terhadap efektivitas organisasi dengan judul : “Dampak lmplementasi Kebijakan Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi Kecamatan Di Kota Bekasi“.

2.	Metode
Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, dimana cara ilmiah ini berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan (Sugiono, 1991:1). Dengan cara ini diharapkan data-data yang akan didapatkan lebih objektif, valid dan reliabel.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode descriptive analisys dan explanatory survey. Maksudnya dan tujuannya adalah untuk untuk memberikan gambaran tentang sesuatu dan untuk lebih memahami gejala atau permasalahan tertentu sehingga pada akhir penelitian ini tidak hanya untuk menguji hasil penelitian tetapi menghasilkan  suatu pemahaman mendalam mengenai fenomena yang akan diteliti untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan implementasi kebijakan dan budaya organisasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi kecamatan di Kota Bekasi berdasarkan teori dan konsep yang diajukan. 

3.	 Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil Penelitian
3.1.1  Uji Model Struktur
Evaluasi atau analisis terhadap model struktural mencakup pemeriksaan terhadap sinifikansi koefisien-koefisien yang diestimasi. Metode SEM dan LISREL menghasilkan nilai koefisien-koefisien yang diestimasi dan juga nilai t-value untuk setiap koefisien, yang dibahas pada paragraf berikut.
3.1.1.1	Uji Sub Struktur Pengaruh Implementasi Kebijakan (X1) terhadap Efektivitas Organisasi (Y)
Metode analisis yang digunakan dalam analisis model sub struktur adalah Struktur Model Pengaruh Implementasi Kebijakan. Adapun hasil Structural Equation Model (SEM) dalam struktur pengaruh yang diuji berdasarkan nilai Standardized Solution dan T-Value dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.1
Sub Struktur Model Standardized Solution Variabel X1 yang ditentukan X1-1, X1-2, X1-3, X1-4, X1-5 dan X1-6 pengaruhnya terhadap Y 

Berdasarkan Sub Struktur Model Standardized Solution di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh Variabel X1 yang ditentukan X1-1, X1-2, X1-3, X1-4, X1-5, dan X1-6 terhadap Y secara umum memenuhi persyaratan lebih besar dari 0,3 (> 0,3) dengan nilai terbesar 0,79 dan nilai terendah sebesar 0,47. Artinya Variabel X1 yang ditentukan X1-1, X1-2, X1-3, X1-4, X1-5, dan X1-6 berpengaruh secara positif terhadap Y. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai loading factor pengaruh Variabel X1 terhadap Y sebesar 0,31 artinya Variabel X1 berpengaruh positif terhadap variabel Y.

Pengaruh Variabel X1 yang ditentukan X1-1, X1-2, X1-3, X1-4, X1-5, dan X1-6  terhadap Y masih perlu diuji untuk dapat diberlakukan pada populasi dengan melihat nilai t.

Gambar 4.2
Sub Struktur Model T-Value Variabel X1 yang ditentukan X1-1, X1-2, X1-3, X1-4, X1-5 dan X1-6  pengaruhnya terhadap Y

Berdasarkan struktur di atas juga dapat dilihat bahwa nilai t Variabel X1 yang ditentukan X1-1, X1-2, X1-3, X1-4, X1-5, dan X1-6 terhadap Y seluruhnya telah memenuhi persyaratan nilai ambang batas, yaitu lebih besar dari 2 (>2). Nilai t dari variabel-variabel Y di atas yaitu yang terbesar adalah 10,07 dan nilai terendah sebesar 5,54. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai-t pengaruh Variabel X1 terhadap Y sebesar 2,36, artinya Variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Efektivitas Organisasi dipengaruhi secara positif oleh Variabel Implementasi Kebijakan yang ditentukan oleh aspek Ukuran dan tujuan kebijakan, aspek Sumber-sumber kebijakan, aspek Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, aspek Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, aspek Sikap para Pelaksana, dan aspek Lingkungan ekonomi, social dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa Aspek-Aspek Implementasi Kebijakan akan meningkatkan Efektivitas Organisasi. Berdasarkan perhitungan di atas juga dapat disimpulkan bahwa Variabel Implementasi Kebijakan yang ditentukan aspek Ukuran dan tujuan kebijakan, aspek Sumber-sumber kebijakan, aspek Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, aspek Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, aspek Sikap para Pelaksana, dan aspek Lingkungan ekonomi, social dan budaya berpengaruh signifikan terhadap Variabel Efektivitas Organisasi.
3.1.1.2	Uji Sub Struktur Pengaruh Budaya Organisasi (X2) terhadap Efektivitas Organisasi (Y)
Metode analisis yang digunakan dalam analisis model sub struktur adalah Struktur Model Pengaruh Budaya Organisasi. Adapun hasil Structural Equation Model (SEM) dalam struktur pengaruh yang diuji berdasarkan nilai Standardized Solution dan T-Value dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Gambar 4.3
Sub Struktur Model Standardized Solution Variabel X2 yang ditentukan X2-1, X2-2, X2-3, X2-4, X2-5, X2-6, X2-7, X2-8 dan X2-9 pengaruhnya terhadap Y

Berdasarkan Sub Struktur Model Standardized Solution di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh Variabel X2 yang ditentukan X2-1, X2-2, X2-3, X2-4, X2-5, X2-6, X2-7, X2-8 dan X2-9 terhadap Y memenuhi persyaratan lebih besar dari 0,3 (> 0,3) dengan nilai terbesar 0,79 dan nilai terendah sebesar 0,31. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai loading factor pengaruh Variabel X2 terhadap Y sebesar 0,65, artinya Variabel X2 berpengaruh positif terhadap variabel Y.

Pengaruh Variabel X2 yang ditentukan X2-1, X2-2, X2-3, X2-4, X2-5, X2-6, X2-7, X2-8 dan X2-9 terhadap Y masih perlu diuji untuk dapat diberlakukan pada populasi dengan melihat nilai-t.
Gambar 4.4
Sub Struktur Model T-Value Variabel X2 yang ditentukan X2-1, X2-2, X2-3, X2-4, X2-5, X2-6, X2-7, X2-8 dan X2-9 pengaruhnya terhadap Y

Berdasarkan struktur di atas juga dapat dilihat bahwa nilai t variabel X2 yang ditentukan Variabel X2-1, X2-2, X2-3, X2-4, X2-5, X2-6, X2-7, X2-8 dan X2-9 terhadap Y seluruhnya telah memenuhi persyaratan nilai ambang batas, yaitu lebih besar dari 2 (>2). Nilai t dari variabel-variabel Y di atas yaitu yang terbesar adalah 10,33 dan nilai terendah sebesar 3,16. Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai-t pengaruh Variabel X2 terhadap Y sebesar 4,63, artinya Variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. 

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Efektivitas Organisasi dipengaruhi secara positif oleh Variabel Budaya Organisasi yang ditentukan oleh aspek Inisiatif individu, aspek Toleransi terhadap tindakan beresiko, aspek Arah, Aspek Integrasi, Aspek Dukungan dari manajemen, Aspek Kontrol, aspek Identitas, aspek Sistem Imbalan dan aspek Pola-pola komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-Variabel Budaya Organisasi telah dilaksanakan sepenuhnya sehingga memberikan dampak positif terhadap Efektivitas Organisasi. Berdasarkan perhitungan di atas juga dapat disimpulkan bahwa Variabel Budaya Organisasi yang ditentukan oleh aspek Inisiatif individu, aspek Toleransi terhadap tindakan beresiko, aspek Arah, Aspek Integrasi, Aspek Dukungan dari manajemen, Aspek Kontrol, aspek Identitas, aspek Sistem Imbalan dan aspek Pola-pola komunikasi berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Efektivitas Organisasi.
3.1.1.3 Uji Struktur Utama Pengaruh Implementasi Kebijakan (X1) dan Budaya Organisasi (X2) terhadap Efektivitas (Y)
Struktur utama yang diuji adalah bagaimana pengaruh variabel Implementasi Kebijakan dan Budaya Organisasi terhadap variabel Efektivitas Organisasi. Metode analisis yang digunakan dalam analisis model struktur adalah Structural Equation Model (SEM). Adapun hasil Structural Equation Model (SEM) dalam struktur pengaruh yang diuji berdasarkan nilai Standardized Solution dapat dilihat dalam gambar berikut ini:
Gambar 4.5
Struktur Model Utama Standardized Solution
Berdasarkan Struktur Model Utama Standardized Solution di atas dapat disimpulkan bahwa nilai standar loading Variabel Implementasi Kebijakan sebesar 0,31, hal ini menunjukkan bahwa Variabel Implementasi Kebijakan berpengaruh positif terhadap Variabel Efektivitas Organisasi. Nilai standar loading Variabel Budaya Organisasi sebesar 0,65, hal ini menunjukkan bahwa Variabel Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap Variabel Efektivitas Organisasi.





Struktur Model Utama T-Value

Berdasarkan Struktur Model Utama T-Value di atas dapat disimpulkan bahwa nilai t Variabel Implementasi Kebijakan (X1) sebesar 2,36 (> 2), hal ini menunjukkan bahwa Variabel Implementasi Kebijakan berpengaruh signifikan terhadap Variabel Efektivitas Organisasi. Nilai t Variabel Budaya Organisasi (X2) sebesar 4,63 (> 2), hal ini menunjukkan bahwa Variabel Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Variabel Efektivitas Organisasi. 

Berdasarkan Struktur model di atas, maka model persamaan struktural Implementasi Kebijakan (X1) dan Budaya Organisasi (X2) terhadap Efektivitas Organisasi (Y) dapat dituliskan dalam persamaan struktural, sebagai berikut:
Y = 0,31*X1 + 0,65*X2, Errorvar.= 0,095, R² = 0,90

Berdasarkan model persamaan struktur di atas, dapat diketahui bahwa variabel Implementasi Kebijakan dan Variabel Budaya Organisasi secara bersamaan mampu menjelaskan variabel Efektivitas Organisasi sebesar 0,90 atau 90% sedangkan sisanya sebesar 0,10 atau 10% dijelaskan oleh variabel lain.

3.1.2	Evaluasi Model Struktural dan Kaitannya dengan Hipotesis
Bagian ini berhubungan dengan kesimpulan evaluasi terhadap bagaimana variabel-variabel manifest dapat menjelaskan dengan baik masing-masing variabel latennya. Selain itu bagian ini juga membahas parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh satu variabel laten terhadap variabel laten yang lain. Evaluasi terhadap model struktural penelitian ini kemudian dikaitkan dengan hipotesis penelitian yang diajukan pada penelitian ini.

Hasil dari evaluasi model struktural penelitian ini dan keterkaitannya dengan hipotesis penelitian, dirangkum pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.48
Evaluasi Model Struktural dan Kaitannya dengan Hipotesis
Varia bel Laten	Varia bel Obser ved	Λ(lam da)	γ (gamma)	T-Value	R2	Kesimpulan
X1	X1-1	0.47	-	6.23	-	Indikator yang tepat (Hipotesis 1 diterima)
	X1-2	0,54	-	6.21	-	Indikator yang tepat (Hipotesis 2 diterima)
	X1-3	0,79	-	10.07	-	Indikator yang tepat (Hipotesis 3 diterima)
	X1-4	0,73	-	9.13	-	Indikator yang tepat (Hipotesis 4 diterima)
	X1-5	0.72		8.95		Indikator yang tepat (Hipotesis 5 diterima)
	X1-6	0.49		5.54		Indikator yang tepat (Hipotesis 6 diterima)
X2	X2-1	0,71	-	6.10	-	Indikator yang tepat (Hipotesis 7 diterima)
	X2-2	0,64	-	6.24	-	Indikator yang tepat (Hipotesis 8 diterima)
	X2-3	0,75	-	9.53	-	Indikator yang tepat (Hipotesis 9 diterima)
	X2-4	0,73	-	9.20	-	Indikator yang tepat (Hipotesis 10 diterima)
	X2-5	0.67		8.14		Indikator yang tepat (Hipotesis 11 diterima)
	X2-6	0.58		6.93		Indikator yang tepat (Hipotesis 12 diterima)
	X2-7	0.76		9.58		Indikator yang tepat (Hipotesis 13 diterima)
	X2-8	0.41		3.44		Indikator yang tepat (Hipotesis 14 diterima)
	X2-9	0.79		10.33		Indikator yang tepat (Hipotesis 15 diterima)
X1 Y	-	-	0.31	2,36	-	Berpengaruh Positif dan Signifikan (Hipotesis 16 diterima)
X2 Y	-	-	0.65	4.63	-	Berpengaruh Positif dan Signifikan (Hipotesis 17 diterima)
X1 dan X2 Y	-	-	-	-	0,90	Berpengaruh Signifikan sebesar 90% (Hipotesis 18 diterima)
Sumber: Data Hasil Analisis, 2020.

3.2	Pembahasan Hasil Penelitian
3.2.1 Pembahasan Secara Simultan Dampak Implementasi Kebijakan dan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Bekasi 
Sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan dan budaya organisasi sebagai variabel yang mempengaruhi efektivitas organisasi kecamat di Kota Bekasi, maka pada bagian ini akan dikemukakan analisis secara simultan dari kedua variabel tersebut dalam mempengaruhi efektivitas organisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan pelayanan perijinan terpadu di Kota Bekasi secara faktual dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Fakta empiris ini memperlihatkan bahwa esensi kebijakan yang berlaku telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan juga kecamatan sebagai pelaksana kebijakan pelayanan administrasi terpadu. Hasil uji statistik memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan dan budaya organisasi secara simultan telah mempengamhi efektivitas organisasi kecamatan di Kota Bekasi sebesar 90% dan selebihnya yakni 10% disebabkan oleh variabel diluar penelitian. Hal ini mencerminkan bahwa hipotesis penelitian yang berbunyi “Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu dan budaya organisasi besar dampaknya terhadap Efektivitas Organisasi Kecamatan di Kota Bekasi” dapat diterima secara empirik. Diterimanya hipotesis tersebut mengadung makna bahwa implementasi kebijakan dan budaya organisasi secara empirik telah memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas organisasi kecamatan di Kota Bekasi.

Secara substansi bentuk kebijakan tersebut telah memberikan dukungan yang signifikan terhadap kelancaran sistem dan prosedur pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Bekasi, hal tersebut memperlihatkan bahwa tidak hanya memberikan penguatan secara yuridis saja melainkan juga dapat meyakinkan para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya dalam mencapai tujuan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Islamy, 2001). Faktor pendukung yang dapat dijadikan sebagai komponen penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan antara lain sumber daya, informasi dan sarana prasarana. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor sumber daya manusia dalam konteks implementasi kebijakan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian efektivitas organisasi kecamatan dalam pelayanan administrasi terpadu di Kota Bekasi, hasil temuan ini mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya aspek sumber daya manusia dalam perspektif kebijakan publik (Edward III, 1980). Faktor lain yang mendukung terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Bekasi adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang memadai sesungguhnya mempakan salah satu syarat bagi terlaksananya suatu kebijakan secara efektif. Hal tersebut sejalan dengan argumentasi bahwa implementasi kebijakan publik dapat sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan (Tachjan, 2006).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sarana dan prasarana secara umum telah tersedia sesuai dengan kebutuhan, namun secara kualitatif dan kuantitatif perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mendukung terhadap tercapainya keberhasilan pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam mendorong peningkatan efektivitas organisasi. Hasil penelitian juga menemukan bahwa ciri atau karakteristik instansi pelaksana kebijakan akan mencerminkan kearah mana kebijakan tersebut akan diorientasikan, apakah kebijakan tersebut diproyeksikan pada kepentingan public service atau provit oriented, atau kedua-duanya. Dalam konteks tersebut organisasi kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah yang mengemban amanat untuk membatu Pemerintah Kota Bekasi, khususnya dalam hal pelayanan administrasi terpadu di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Kebijakan publik mengisyaratkan bahwa aspek informasi merupakan aspek yang penting dalam memperlancar pelaksanaan kebijakan tersebut. Secara empiris menemukan bahwa kelengkapan informasi dalam konteks pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, Pemerintah Kota Bekasi melalui kecamatan, bagian tata pemerintahan dan bagian humas telah melakukan berbagai sosialisasi terkait dengan pelayanan administrasi terpadu, dimana salah satunya melalui sosialisasi langsung berupa leaflet yang dibagikan kepada masyarakat secara langsung, melalui website, melalui media massa, melalui papan informasi yang ada di kecamatan.

Hasil temuan lain adalah pentingnya konsistensi pelaksana kebijakan dalam menterjemahkan dan melaksanakan kebijakan tersebut, agar ukuran dan tujuan kebijakan yang akan dilaksanakan menjadi jelas dan tidak membingungkan bagi pelaksana kebijakan, karena hal ini secara empiris terbukti menimbulkan kebingungan bagi aparatur dalam mentetjemahkan kebijakan tersebut. Untuk itu diperlukan sikap konsistensi dan komitmen dari seluruh komponen organisasi kecamatan selaku koordinator dan administratif dalam melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi terpadu. Terbatasnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi kepada organisasi kecamatan di satu sisi, sementara di sisi lain belum tampak adanya sinkronisasi aktivitas diantara kelembagaan, mengakibatkan fungsi organisasi kecamatan sebagai koordinator kewilayahan, fasilitator dan administratif belum mampu untuk dijalankan secara optimal, dikarenakan terkadang ada beberapa kendala di lapangan dalam hal koordinasinya dengan OPD Teknis. Secara empiris di lapangan menunjukkan bahwa organisasi kecamatan menurut persepsi dan ekspetasi masyarakat secara umum bahwa Kecamatan di Kota Bekasi sebagai pemberi pelayanan administrasi terpadu, memiliki kewenangan penuh terhadap keseluruhan proses pemberian perijinan maupun non perijinan.

Hasil wawancara dengan Asisten Pemerintahan Kota Bekasi menyatakan bahwa mutlak diperlukan dalam setiap organisasi apapun, terlebih kecamatan sebagai organisasi yang memberikan pelayanan langsung terhadap publik dimana setiap saat dituntut untuk membangun citra positif untuk seluruh warga masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu aspek penting yang menentukan suatu organisasi adalah sumber daya manusia dalam menjaga budaya kerja dan etos kerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Hasil penelitian memperlihatkan pentingnya sikap para pelaksana kebijakan dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran kebijakan. Hal ini mencerminkan bahwa pentingnya komitmen yang kuat dari para pelaksana dalam mengupayakan tercapainya kebijakan secara efektif. Manakala implementasi kebijakan ingin beljalan dengan efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya dituntuk untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, tapi juga dituntut untuk memiliki kehendak atau sikap dalam melaksanakan kebijakan (Edward III, 1980). Oleh sebab itu sikap para pelaksana dalam konteks implementasi kebijakan akan bersentuhan dengan seberapa banyak jumlah aparat pelaksana dalam menunjang keberhasilan Pelaksanaan kebijakan. Paradigma yang selama ini melekat pada pemerintah daerah, seperti lambatnya pelayanan yang dilakukan aparat kepada masyarakat, secara perlahan dan pasti dilakukan perubahan dalam pengelolaannya, salah satunya dengan membentuk petugas Front Office dan Satgas Pamor (Pemantauan dan Monitoring) dimana hal ini bisa merubah atmosfir organisasi, terutama dalam pelayanan yang diberikan aparat terhadap masyarakat yang memerlukan pelayanan.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa baik secara kuantitas sudah mendukung terhadap pelayanan, akan tetapi secara kulitas diperlukan pelatihan guna meningkatkan profesionalitas pegawai sehingga dapat tercapai efektivitas organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari pemikiran Hasibuan (1996) sumber daya manusia merupakan kunci dalam suatu organisasi, tanpa kehadiran sumber daya manusia mustahil suatu organisasi dapat digerakan. Kondisi empiris memperlihatkan bahwa upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di lingkungan Kecamatan Kota Bekasi sudah dilaksanakan, melalui berbagai program pengembangan dimana salah satunya adalah melalui ‘capacity building’ dan ‘service exelent’. Hasil temuan tersebut menguatkan bahwa melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia diharapkan dapat mendorong peningkatan efektivitas kerja pegawai. Hasil penelitian di lapangan menggambarkan bahwa secara umum hasil kerja pegawai dalam melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Bekasi berhubungan erat dengan pengambilan keputusan dan akuntabilitas pimpinan dalam organisasi, sehingga implementasi kebijakan dan budaya organisasi terus dilaksanakan agar tujuan yang telah ditetapkan semuanya dapat tercapai secara optimal. Kebijakan pelayanan administrasi terpadu dibentuk dalam rangka menyelesaikan terkait permasalahan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan sebelumnya untuk tercapainya keadilan dan transparan. Untuk mencapai kondisi tersebut tentunya harus ditunjang dengan proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan yang dapat dilaksanakan dengan melalui mekanisme yang terorganisasir. Implementasi kebijakan pelayanan perijinan terpadu tidak terlepas dari budaya organisasi, budaya organisasi sebagai suatu sistem nilai, keyakinan dan norma bersama adalah merupakan produk dari interaksi antara fungsi-fungsi dan manajerial karakteristik organisasi (Gibson et,al, 1997:43). Faktor-faktor utama sebagai dampak dari fungsi manajerial yang menentukan perilaku individu dan kelompok adalah tugas dan hubungan wewenang dan sebagai dampak dari struktur dan proses organisasi yang diharapkan, maka sub organisasi akan melakukan interaksi dengan sub organisasi yang lainnya baik individual maupun kelompok untuk menyusun rencana, membuat kebijaksanaan, prosedur, garis pendelegasian kewenangan dan komunikasi. Semua tindakan tersebut menciptakan budaya organisasi dan pendelegasian kewenangan yang akan mempunyai dampak besar baik positif maupun negatif terhadap efektivitas organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku pegawai. Disamping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administrastif saja melainkan mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan. Secara empirik bahwa pelaksanaan kebijakan yang dibuat serta adanya budaya organisasi yang berkembang pada organisasi telah mencerminkan adanya kecocokan satu sama lainnya. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan budaya organisasi dalam meningkatkan efektivitas organisasi pelayanan perijinan terpadu di Kota Bekasi tidak hanya ditentukan oleh ketepatan isi kebijakan serta pelaksanaan budaya kerja semata, tetapi juga ditentukan oleh adanya kejelasan dalam berbagai aspek-aspek yang terkait dengan implementasi kebijakan dan budaya organisasi itu sendiri. Akan tetapi implementasi kebijakan dan budaya organisasi merupakan faktor kunci, sehingga diperlukan kejelasan dalam menjalankan serta faktor-faktor budaya organisasi juga penting untuk diperhatikan. Budaya organisasi memberikan pemahaman bagaimana etika dan karakteristik pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sementara pelaksanaan kebijakan membedakan antara tanggungiawab dan fungsi masing masing bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Secara faktual memperlihatkan pentingnya faktor komitmen etika organisasi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai, dalam rangka pencapaian efektivitas organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu diharapkan pimpinan didorong untuk dapat menumbuhkan faktor faktor budaya organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Argumentasi peneliti terhadap yang dihasilkan dalam penelitian bahwa ketidak jelasan dalam melaksanakan kebijakan serta budaya organisasi pada organisasi pemberi pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Bekasi, akan menghasilkan pemahaman yang keliru sehingga akan mempengaruhi tingkat keberhasilan program kegiatan yang telah ditetapkan, dan juga hal tersebut akan menghasilkan multitafsir dari aparat pelaksana dan pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan di kecamatan. Kemampuan pimpinan dalam melaksanakan implementasi kebijakan dan faktor-faktor budaya organisasi pada organisasi kecamatan di Kota Bekasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas organisasi, dikarenakan melalui berbagai pelaksanaan berbagai program kegiatan yang akan dilakukan pada organisasi kecamatan akan menghasilkan harmonisasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan, secara operasional akan mempengaruhi terhadap perilaku birokrasi dalam hal pemberian pelayanan terhadap publik. Penguatan terhadap teori yang dikemukakan sebelumnya bahwa pelaksanaan kebijakan dengan melalui faktor nilai-nilai, etika yang ada dalam budaya organisasi akan menentukan pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan rencana. Urgensi penerapan dan pelaksanaan kebijakan dan faktor-faktor budaya organisasi yang dijalankan oleh pimpinan dalam organisasi sebagaimana diungkapkan bahwa efektivitas organisasi pada organisasi kecamatan di Kota Bekasi salah satunya ditentukan oleh penerapan kebijakan dan budaya organisasi dalam berbagai akivitas terkait dengan tugas pokok dan fungsi aparat pelaksana kebijakan.

3.2.2.	Dampak lmplementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Organisasi Kecamatan di Kota Bekasi 
Hasil perhitungan statistik menggambarkan bahwa secara kuantitatif variabel implementasi kebijakan telah memberikan pengaruh terhadap efektivitas organisasi pada Kecamatan di Kota Bekasi. Hasil uji tersebut mencerminkan bahwa hipotesis dapat diterima secara empirik. Hasil uji ini mengandung makna bahwa implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan Kecamatan di Kota Bekasi secara empirik telah memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas organisasi pada Kecamatan di Kota Bekasi. Kondisi faktual juga mencerminkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, sehingga berimplikasi terhadap efektivitas organisasi, khususnya menyangkut pemberian pelayanan. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan merupakan bagian yang sangat sulit dari seluruh rangkaian proses kebijakan. Penyusunan ukuran dan tujuan kebijakan dapat dilihat sebagai usaha dalam pencapaian tujuan organisasi dibuat secara rinci agar mudah dipahami. Berhasil atau tidaknya ukuran dan tujuan kebijakan yang dibuat tergantung kepada bagaimana isi kebijakan tersebut disampaikan. Isi kebijakan merupakan penjelasan atau operasional kebijakan yang memuat berbagai petunjuk operasional bagi para pelaksana dan publik yang terkait dampak kebijakan. Agar pekerjaan berjalan dengan konsisten sejalan dengan keinginan-keinginan yang tertera dalam kebijakan tersebut, maka diperlukan sekali kebijakan yang sifatnya operasional dimana suatu prosedur berfungsi untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan kerja di dalam organisasi berjalan secara konsisten. Isi kebijakan memuat pedoman yang jelas tentang ukuran dan tujuan terperinci yang harus dicapai, penetapan priotas serta penyediaan dan pembagian sarana yang diperlukan. 

Pentingnya ukuran dan tujuan kebijakan sebagai salah satu faktor yang menentukan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Peran ukuran dan tujuan kebijakan dikaitkan dengan peran pengaturan serta pemanfaatan sumber daya menjadi semakin penting sehubungan dengan ketersediaan sumber daya alam yang diperbaharui dan yang tidak bisa diperbaharui semakin langka sehingga dituntut untuk pemanfaatan secara eflsien sesuai dengan pendapat Islamy (1997). Pelaksanaan isi kebijakan yang memuat ukuran dan tujuan kebijakan merupakan hal yang cukup sulit maka diperlukan strategi tertentu dengan berbagai cara. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, pertama dapat gagal karena ukuran dan tujuan dari banyaknya kebijakan samar-samar. Ukuran dan tujuan kebijakan yang samar-samar sering akan mengakibatkan kurangnya pegangan bagi para pelaksana, dimana akan memperbesar berbagai kemungkinan interprestasi yang berbeda-beda dari kebijakan. Terlebih jika terjadi rantai pelaksanaan panjang, maka kemungkinan terjadinya pergeseran tujuan lebih besar.

Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa aspek ukuran dan tujuan kebijakan dari implementasi kebijakan memperoleh pengaruh yang signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan mengenai pelayan perizinan dan non perizinan sudah diatur dengan jelas. Hasil penelitian di atas memperlihatkan bahwa aspek ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan pada unit pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Bekasi sudah berjalan dengan baik karena kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan mengenai sistem dan prosedur pelayanan sudah tertera dalam peraturan sudah dipahamii oleh pegawai. Hasil uji statistik juga menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan memiliki hubungan kausal yang signifikan. Hal ini mencerminkan pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Bekasi menganggap pentingnya pemahaman akan ukuran dan tujuan kebijakan sehingga dapat menjadikan para pegawai tidak akan membuat intepretasi yang berbeda-beda sehingga dapat mempengaruhi terhadap pelayanan sesuai dengan isi kebijakan tersebut dalam kepuasan publik. 

Memahami ukuran dan tujuan kebijakan merupakan bagian yang berbagai pemecahan masalah untuk tercapainya suatu keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan. Hasil penelitian terungkap bahwa pelayanan adminitrasi terpadu telah diupayakan untuk para pegawainya dengan cara selalu memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap subtansi tentang pemahaman akan ukuran dan tujuan kebijakan khususnya standar operasional prosedur yang ada. Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Bekasi secara operasional telah jelas, seperti halnya dalam ukuran dan tujuan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Bekasi terdapat dalam Peraturan Wali Kota Bekasi sebagai kebijakan pelayanan administrasi terpadu, tetapi isi kebijakan tersebut belum memberikan kejelasan informasi secara menyeluruh sejalan dengan OPD yang terlibat dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Hal ini terlihat masih terdapat publik atau stakeholder yang selalu mempertanyakan keterlambatan dari organisasi selaku pemberi pelayanan perizinan, padahal bilamana dilihat bagaimana proses pelaksanaan perizinan itu dilaksanakan terdiri dari tim teknis, dimana tim teknis tersebut yang merupakan bagian dari dinas teknis yang memberikan rekomendasi terhadap dikeluarkannya atau disetujuinya permohonan perizinan tersebut, tapi pada kenyataannya publik masih menganggap keterlambatan tersebut dikarenakan kinerja dari pegawai kecamatan yang lamban. Hubungan yang signifikan antara ukuran dan tujuan kebijakan dengan efektivitas organisasi adalah sosialisasi melalui berbagai jaringan komunikasi sebagai alat informasi. Pemahaman akan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu yang tersampaikan memerlukan dukungan penentu dan pelaksana kebijakan. Terkait dengan ukuran dan tujuan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Bekasi dalam memantapkan implementasi kebijakan dipersyaratkan tidak boleh ada gangguan dalam sumber-sumber kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Wahab (2001).
Hasil analisis tersebut mengandung makna bahwa ukuran dan tujuan kebijakan memiliki hubungan yang berkaitan bagaimana pegawai dapat memahami isi kebijakan tersebut sehingga tersampaikan kepada publik. Dengan demikian para pelaksana yang terlibat langsung membutuhkan pemahaman mengenai penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu yang jelas terutama terhadap pemahaman bagaimana tujuan kebijakan tersebut dirumuskan, dalam hal ini menyusun program kerja yang jelas dan tujuan yang rinci untuk dapat memainkan perannya dengan baik. (Wahab, 2001).  Proses penyusunan ukuran dan tujuan kebijakan dilihat sebagai usaha dalam pencapaian tujuan organisasi dibuat secara rinci agar mudah dipahami, berhasil atau tidaknya ukuran dan tujuan kebijakan yang disusun tergantung bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan tersebut dapat tersampaikan, dimana ukuran dan tujuan kebijakan tersebut merupakan berbagai petunjuk bagi para pelaksana dalam menjalankan berbagai semua kegiatan/program yang telah tercantum di dalam kebijakan tersebut. Agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut maka perlu ditekankan suatu prosedur pelaksanaan yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan program kerja sehari-hari agar dapat terlaksana secara konsisten. Penguatan hasil penelitian dapat dilihat dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kecamatan di Kota Bekasi agar dapat memperjelas ukuran dan tujuan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan adalah dengan adanya berbagai media informasi seperti penayangan SOP dan juga masukan berbagai keluhan dari publik terkait pelayanan di radio lokal, membuat baligo dan papan informasi, dan juga pada website www. kotabekasi.go.id (​http:​/​​/​kotabekasi.go.id​/​" \t "_blank​). maupun websitw kecamatan. Sosialisasi ukuran dan tujuan kebijakan tersebut berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur, hak dan kewajiban dari yang harus diketahui oleh publik. Pembinaan dan pengkoordinasian terhadap pegawai dilakukan secara berkala oleh pimpinan, dengan berbagai cara supaya pegawai tidak jenuh misalnya dengan event seperti ceramah umum satu bulan sekali, kegiatan olah raga seminggu sekali dan juga brains storming dua kali dalam sebulan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam penetapan kebijakan mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Bekasi, senantiasa dilakukan berdasarkan kondisi budaya yang ada di Kota Bekasi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perumusan kebijakan tersebut, sementara secara substansi ukuran dan tujuan kebijakan tersebut dapat diterjemahkan oleh seluruh stakeholder terkait, pemahaman terhadap keseluruhan kebijakan tersebut harus dapat dipertahankan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Tujuan kebijakan tersebut harus dapat dipahami serta disepakati oleh seluruh stakeholder dalam organisasi yang bersifat saling melengkapi dan mendukung serta mampu berperan sebagai pedoman.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas memperlihatkan bahwa aspek ukuran dan tujuan kebijakan secara teoritis dan empirik telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap efektivitas organisasi. Temuan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa ukuran dan tujuan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi bilamana pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik, dan juga hal ini di dukung oleh aspek ekstemal sebagai pendorong dapat terkendali secara internal. Implementasi kebijakan juga perlu didukung oleh sumber-sumber kebijakan yang merupakan suatu proses bagaimana aktor yang terlibat mempunyai peran yang cukup jelas dimana sumber biaya, wewenang dan fasilitas yang dilakukan oleh aktor yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut perlu mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan berbagai kondisi yang terjadi antara organisasi pelaksana dan objek kebijakannya.

Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa aspek sumber-sumber kebijakan memiliki hubungan yang signifikan, hal ini terlihat bahwa pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Bekasi menganggap penting dalam mendukung efektivitas organisasi. Aspek sumber-sumber kebijakan ini terkait dengan bagaimana suatu kebijakan dapat terkoordinasikan dan dapat terinformasikan kepada publik sehingga program dan kegiatan tersebut dilaksanakan. Terlepas dari sumber-sumber kebijakan tersebut pada dasamya dapat membantu melengkapi data yang akan menjadi landasan pada waktu kebijakan tersebut dievaluasi. Hasil uji statistika menunjukkan bahwa aspek sumber-sumber kebijakan memiliki hubungan kausal yang signifikan dengan efektivitas. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Bekasi dapat menjadikan sumber informasi bagi publik dan upaya menuju keberhasilan dalam pelayanan kepada publik di Kota Bekasi. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa aspek sumber-sumber kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sudah terlaksana dengan optimal, karena ketepatan sumber-samber kebijakan dalam menyampaikan dan melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sudah dilakukan kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Mustopadidjaja (2003), sistem implementasi kebijakan merupakan “perangkat kelembagaan” yang mengakomodasikan nilai, prinsip, dan proses ataupun ketentuan dan aturan yang memberikan acuan tentang bagaimana sesuatu kebijakan dikelola dan dilaksanakan oleh berbagai stakeholders baik yang berada dalam tatanan institusi publik dan private ataupun kelompok sasaran, sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing dalam tahapan pelaksanaan kebijakan bersangkutan.

Aspek sumber-sumber kebijakan ini juga didukung oleh fakta di lapangan, berdasarkan observasi bahwa berbagai keluhan dapat terselesaikan dengan baik, tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdapat beberapa keluhan dan keluhan tersebut dapat terselesaikan dikarenakan sumber-sumber kebijakan yang ada di kecamatan, hal tersebut didukung oleh sarana dan prasarana yang ada terkait dengan sistem informasi dan penugasan Satgas Pamor di setiap RW yang berada di seluruh kecamatan. Implementasi kebijakan dijadikan sebagai perangkat yang mengakomodasikan nilai, prinsip, dan proses ataupun ketentuan dan aturan yang memberikan acuan tentang bagaimana sesuatu program kegiatan dapat dikelola dan dilaksanakan oleh berbagai stakeholders baik yang berada dalam tatanan institusi publik maupun swasta dan ataupun kelompok sasaran, sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing dalam tahapan pelaksanaan program tersebut.

Program kegiatan yang dilakukan oleh setiap organisasi akan betjalan dengan baik apabila setiap pemangku kepentingan, dalam hal ini pejabat pelaksananya mampu menetapkan tujuan organisasi yang memuaskan kebutuhan masyarakat sebagai penerima benefit, informasi yang disampaikan kepada publik melalui instansi publik sebagai pemberi layanan menunjukan peran sertanya aparatus sebagai abdi negara, pemberian informasi mengenai pelayanan perijinan terpadu di Kota Bekasi melalui media masa, media elektronik, serta sosialisasi langsung terhadap masyarakat menandakan bahwa hal tersebut bukan merupakan kepentingan sepihak pemerintah saja, melainkan merupakan kepentingan semua pihak untuk memberikan keuntungan. Pemberian informasi dapat dijalankan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar pesan yang disampaikan tidak terputus, karena masalah pelayanan perijinan merupakan sebuah komoditas oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang dapat menggangu pencapaian tujuan kebijakan pelayanan perijinan terpadu, sehingga mengganggu pola pemikiran yang sudah terbentuk di masyarakat. Informasi yang kurang optimal tersampaikan kepada masyarakat pada saat ini adalah pelaksanaan pelayanan perijinan seolah-olah berbelit-belit, yang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga masyarakat yang tidak mau ribet masih saja menggunakan jasa orang lain untuk membantu proses perijinannya padahal kondisi yang terjadi lamanya pelaksanaan pelayanan tersebut dikarenakan oleh sistem dan mekanisme antar organisasi perangkat daerah. Penyampaian informasi yang disampaikan baik oleh lembaga maupun oleh pegawai pelayanan administrasi terpadu kecamatan menurut peneliti bahwa kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Bekasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara koordinatif bahwa sumber-sumber kebijakan ini mendukung kelancaran proses perizinan dan non perizinan di kecamatan yang dilakukan melalui rapat koordinasi dengan tim teknis selaku pemberi rekomendasi terhadap layak tidaknya diberikan perijinan. Hal ini memberikan pandangan bahwa menurut peneliti bahwa aspek sumber-sumber kebijakan ini baik secara empirik maupun teoritis telah memberikan pengaruh terhadap efektivitas organisasi.

Pelaksanaan suatu kebijakan memperkirakan bahwa aktor-aktor yang terlibat langsung memiliki informasi yang dapat memainkan perannya dalam menyampaikan informasi, Maarse (1987) menyebutkan bahwa tercapainya kualitas informasi ini dimungkinkan bila ada keterbukaan jaringan transmisi melalui struktur komunikasi organisasi pelaksana dengan melibatkan mitra kerja, sehingga masalah-masalah dapat diketahui berkat kecukupan informasi pada objek kebijakan. Masyarakat cukup mengetahui kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi. Melalui penelitian ini diketahui bahwa Kecamatan di Kota Bekasi memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan bagaimana sumber-sumber kebijakan mengenai pelayanan administrasi terpadu tersebut dapat disampaikan kepada publik melalui mekanisme yang ada, dimana masyarakat harus diberikan pemahaman yang cukup bagaimana suatu perizinan dan non perizinan tersebut dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan friksi di mata publik.

Sikap para pelaksana dapat dilihat dari bagaimana organisasi itu dapat didukung oleh beberapa hal terutamanya sumber daya manusia yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi, dan juga suatu kebijakan mendapatkan kurangnya dukungan sumber daya manusia dapat dilihat dari cara pelaksana memanfaatkan kebebasan kebijakan dalam bekerja sama. Hasil penelitian memperlihatkan besamya pengaruh sikap para pelaksana yang menyatakan bahwa aspek sikap para pelaksana yang profesional dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Hasil penelitian tersebut memperlihatan bahwa aspek sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan sudah berjalan karena pemerintah telah memberikan dukungan yang penuh terhadap kebijakan tersebut, karena aspek ini memberikan dukungan terhadap kelancaran implementasi kebijakan. Hasil uji statistik menunjukan bahwa sikap para pelaksana memiliki hubungan kausal yang signitikan dengan efektivitas organisasi. Hasil penelitian mengungkapkan hal tersebut mengandung arti bahwa secara kuantitatif bentuk hubungan antar variabel telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan, sehingga terbukti kebenarannya. Sikap para pelaksana yang terwujud dalam prioritas dan komitmen serta cara penyelesaian masalah sangat menentukan berjalannya kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi telah melimpahkan kewenangan mengenai beberapa perijinan dan non perijinan kepada Camat selaku kepala organisasi pelaksananya dan dibantu oleh tim teknis selaku pemberi rekomendasi.

Suatu hal yang tidak kalah pentingnya sehubungan dengan sikap para pelaksana adalah dilaksanakannya fungsi koordinasi dan penggerakan sumber daya manusia antar SKPD Teknis dimana koordinasi adalah mengarahkan pelaksanaan tugas operasional dari setiap staf berdasarkan aturan dan prosedur. Aturan dan prosedur tersebut dibuat dalam rangka mengarahkan keterpaduan pelaksanaan tugas masing-masing staf, masing-masing bagian atau unit kerja. Aturan dan prosedur menjadi pedoman dan landasan bagi semua pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Keberhasilan birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat (public service) menurut Osborne dan Plastrik (2000), sangat ditentukan oleh ketaatan birokrat dan stafnya terhadap aturan atau hukum, sehingga tugas pelayanan yang diembannya senantiasa dituntun oleh aturan atau hukum yang berlaku. Secara empirik, bahwa penerapan koordinasi pada dasamya merupakan upaya untuk menyatupadukan unit-unit organisasi yang sesungguhnya tidak bisa lepas hubungannya satu dengan lain karena memiliki saling ketergantungan. Saling ketergantungan antara berbagai organisasi atau antara unit organisasi menurut Steers (1985) adalah merupakan ciri organisasi sebagai sistem terbuka. Pandangan tersebut menyiratkan bahwa setiap organisasi atau unit organisasi mempunyai hubungan/ketergantungan dengan organisasi atau unit organisasi lainnya, yang disebut sebagai pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan tersebut, bisa dalam bentuk pengaruh internal antara unit kerja atau bagian dalam suatu organisasi, bisa pula dalam bentuk pengaruh ekstenal suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Keadaan yang demikian ini dijelaskan oleh pengaruh koordinasi, dimana pengaruhnya dapat terjadi melalui hubungannya dengan fungsi koordinasi, koordinasi horisontal internal, dan koordinasi horisontal ekstemal. Kondisi ini dikemukakan oleh Stoner, dkk (1986), dimana anggota dari berbagai organisasi, departemen, atau unit organisasi yang berbeda-beda dapat bekerjasama dengan semangat bersatu. Melalui koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah, dapat mengintergrasikan berbagai OPD dalam pelaksanaan suatu program yang menjadi “Leading Sector” nya. Hal yang demikian ini terlihat dalam pelayanan administrasi terpadu kecamatan sebagai tanggung jawab pimpinan Dinas / Instansi terkait yang melibatkan berbagai Dinas/lnstansi terkait, melalui koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Bekasi yang dilakukan secara terpadu antara Tim Teknis yaitu Dinas/Instansi yang terkait dengan pelayanan dilakukan melalui koordinasi yang efektif akan memberi dampak terhadap keberhasilan pelayanan administrasi terpadu. Adanya dampak tersebut karena penerapan adanya dukungan antar OPD melalui koordinasi, selain memberi pengaruh langsung, juga memberi pengaruh tidak langsung terhadap upaya penyatupaduan dukungan sumber daya organisasi yang tersedia pada masing-masing dinas/instansi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Hasil pengujian ini memberi arti bahwa dukungan antar OPD Teknis melalui koordinasi tidak dapat diabaikan, sebab melalui penerapan koordinasi, ternyata kegiatan setiap dinas/instansi dalam lingkup organisasi pemerintahan daerah dapat menyumbang pencapaian tujuan organisasi. Walaupun secara umum sudah jelas tujuan yang hendak dicapai yaitu terwujudnya pelayanan administrasi terpadu yang efektif dan transparan merupakan sebagai hasil dari dukungan biaya, dukungan instansi lainnya, dukungan sumber daya manusia dan dukungan masyarakat, namun kiranya, penggunaan sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi dapat lebih efektif terutama penyelesaian proses pemberian layanan, dengan tidak mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Tepatlah apa yang disebut oleh Syafrudin (1993) bahwa daya guna dan hasil guna dapat dicapai melalui sinkronisasi. Melalui dukungan sumberdaya manusia yang profesional sesuai dengan keterampilannya, maka kegiatan pelayanan dapat tercapai secara optimal, dan secara terpadu mengarahkan kegiatannya ke arah terwujudnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Bekasi yang efektif dan transparan. Keterlibatan berbagai pihak dalam upaya memenuhi kriteria dan persyaratan yang mendasar, dalam pandangan Stoner, dkk. (1996), merupakan pembuktian akan pentingnya memperhitungkan pengaruh sikap para pelaksana terhadap lingkungan internal dan ekstemal dalam pelaksanaan satu program atau kegiatan.

Hasil penelitian di atas juga memperlihatkan bahwa aspek lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Bekasi mempengaruhi efektivitas kecamatan dimana sudah jelasnya dukungan masyarakat baik secara sosial maupun politik serta hambatan lingkungan yang dihadapi sehingga membentuk pegawai lebih bertanggung jawab terutama dalam melaksanakan kebijakan pembebasan biaya pelayanan tersebut. 

3.2.3. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Efektivitas Organisasi Kecamatan di Kota Bekasi 
Hasil perhitungan statistik menggambarkan bahwa secara kuantitatif Variabel Budaya Organisasi telah memberikan pengaruh terhadap efektivitas organisasi kecamatan di Kota Bekasi. Hasil uji tersebut mencerminkan bahwa hipotesis dapat diterima secara empirik. Hasil ini mengandung makna bahwa budaya organisasi pada organisasi kecamatan secara empirik telah memberikan pengaruh yang signiflkan terhadap peningkatan efektivitas organisasi. Faktor inisiatif individu yang ada dalam organisasi dapat dilihat menurut Smircich dalam Sobirin (2007), organisasi dan budaya dalam corporate culture disebabkan bahwa budaya yang berfungsi sebagai mekanisme aturan yang bersifat adaptif yang menyatukan individu-individu ke dalam sebuah struktur sosial (pendekatan structural functionalism) bersinggungan dengan organisasi sebagai sebuah organisme yang adaptif dimana keberadaannya terjadi karena pertukarannya dengan lingkungan eksternal (teori organisasi kontingensi) (Steer, 1985). adanya aturan tersebut maka dapat dilihat bagaimana karateristik orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi untuk mendukung éfektivitas organisasi. Dalam organisasi terdapat sistem formal dan sistem informal yang selalu hadir berdampingan meski proporsi masing-masing berbeda (Sobirin, 2007). Aspek formal merupakan aspek organisasi yang tampak ke permukaan, seperti  visi dan misi organisasi, perencanaan strategi, struktur, kebijakan dan prosedur organisasi dan deskripsi jabatan. Sedangkan aspek informal organisasi lebih bersifat kepada perilaku seperti persepsi karyawan terhadap pekerjaan, agenda diri setiap individu pada setiap level organisasi, tingkat kompetisi di antara karyawan atau antar departemen di dalam organisasi, tingkat kepercayaan antar departemen dan keyakinan semi nilai-nilai individu masing-masing karyawan, begitu pula dapat dilihat dari bagaimana karakteristik orang-orang yang ada dalam organisasi.

Adanya suatu umpan balik berupa inisiatif dari anggota organisasi terhadap pekerjaan yang mereka terima dan sedang diselesaikan akan menciptakan peningkatan tujuan. Hal ini dapat dipenuhi jika anggota, ikut terlibat (ambil bagian), terkoordinasi, memiliki dampak yang diinginkan dan menunjukkan vitalitas yang menopang organisasi ketika organisasi terlibat dalam suatu pelaksanaan pekerjaan yang menuntut adanya suatu tim kerja, dimana faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian hasil suatu pekerjaan meliputi jenis tugas yang dilakukan dan komposisi tim kerja yang dibentuk itu sendiri. Organisasi Kecamatan di Kota Bekasi, dengan struktur organisasi yang telah terbentuk, memiliki pola kerja masing-masing dalam memaksimalkan pencapaian hasil pekerjaannya, sesuai dengan kebijaksanaan dan tujuannya. Budaya organisasi yang dibangun pada Kecamatan di Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi , telah dibangun sebuah komitmen seluruh tim kerja mulai dari pimpinan, staf pimpinan, koodinator dan staf melalui kesepakatan dan kontrak kerja, dan juga telah dibangun komitmen seluruh tim kerja Kecamatan dengan Dinas terkait. 

Hasil pengujian di atas memberi arti bahwa aspek inisitaif individu dan tolerasi terhadap tindakan resiko berdasarkan hasil yang diperkirakan tidak dapat diabaikan, menunjukkan dapat membantu organisasi dalam melaksanakan tujuan organisasi, pelaksanaan pekerjaan dapat tersusun sesuai rencana kegiatan, serta yang paling penting adalah bahwa dengan keterlibatan semua aparatur yang profesional diperoleh hasil yang maksimal. Aspek identitas organisasi melihat kepada banyak nilai-nilai budaya berasal dari kepribadian dan kepercayaan dari pemimpin dan tim manajemen puncak dan dalam arti tertentu di luar kendali organisasi. Sebuah organisasi bisa secara sadar dan sengaja mengembangkan nilai-nilai budaya tertentu untuk mengendalikan perilaku anggota. Nilai-nilai etis termasuk dalam kategori ini. Jones (1995) menyebutkan bahwa etika organisasi merupakan nilainilai moral, keyakinan dan aturan yang menentukan cara yang tepat bagi para pemangku kepentingan organisasi untuk menghadapi satu sama lain dan dengan lingkungan organisasi. Jones (1995) menyebutkan bahwa Budaya organisasi dibangun berdasarkan himpunan nilai-nilai bersama yang mengontrol anggota organisasi, interaksi dengan masing-masing dan dengan pemasok, pelanggan dan orang lain dalam organisasi, oleh etika organisasi, dengan hak-hak kerja yang diberikan kepada karyawan, dan oleh jenis penggunaan struktur oleh organisasi tersebut berarti budaya organisasi menghimpun dan mengontrol setiap kegiatan yang berhubungan dengan organisasi, apakah dari segi internal organisasi maupun dari segi ekstemal organisasi. Bertens (2000) ada tiga arti penting dalam etika, yaitu etika sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut dengan ”sistim nilai”, sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan ”kode etik”, dan sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang acapkali disebut ”filsafat moral”.

Adanya suatu umpan balik dari anggota organisasi terhadap pekerjaan yang mereka terima dan sedang diselesaikan akan menciptakan peningkatan tujuan. Hal ini dapat dipenuhi jika anggota ikut terlibat (ambil bagian), terkoordinasi, memiliki dampak yang diinginkan dan menunjukkan vitalitas yang menopang organisasi ketika organisasi terlibat dalam suatu pelaksanaan pekerjaan yang menuntut adanya suatu tim kerja, dimana faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian hasil suatu pekerjaan meliputi jenis tugas yang dilakukan dan komposisi tim kerja yang dibentuk itu sendiri. Organisasi Kecamatan di Kota Bekasi, dengan struktur organisasi yang telah terbentuk, memiliki standar operasional prosedur dalam memaksimalkan pencapaian hasil pekerjaannya melalui Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh seluruh aparatur dan Komitmen Kepala Daerah mengambil langkah-langkah kongkrit, salah satunya adalah pemberian penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar operasional prosedur.

Hasil pengujian ini memberi arti bahwa penerapan budaya organisasi melalui faktor-faktor budaya organisasi berdasarkan hasil yang diperkirakan tidak dapat diabaikan, sebab melalui budaya organisasi berdasarkan hasil yang diperkirakan, mcnunjukkan dapat menetapkan tujuan organisasi, dapat melaksanakan pelayanan, serta yang paling penting adalah bahwa dengan keterlibatan semua aparatur maka dalam pencapaian pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam budaya organisasi mengambarkan bahwa nilai-nilai dalam budaya organisasi mencerminkan etika individu dalam organisasi, kelompok profesional, dan masyarakat dimana organisasi ada. Nilai-nilai dalam budaya organisasi juga berasal dari bagaimana organisasi mendistribusikan hak pegawai, hak yang organisasi berikan kepada para anggotanya untuk menerima dan menggunakan sumber daya organisasi. Hak kekayaan mendefinisikan hak dan responsibilitas dari setiap kelompok stakeholder dan menyebabkan pengembangan norma-norma yang berbeda, nilai dan sikap terhadap organisasi.

Hak-hak yang diberikan organisasi kepada karyawan dalam sistem imbalan bisa saja berbentuk kompensasi, dimana kompensasai ini merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi / perusahaan kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial, pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi pegawai dan memungkinkan organisasi memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan pegawainya. Bagi organisasi, sistem imbalan memiliki arti penting karena imbalan mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kelja, dan kepuasan kexja karyawan, bahkan dapat menyebabkan karyawan yang potensial menjadi tidak mempunyai gairah dalam bekerja. Pemerintah Kota Bekasi telah memberikan kompensasi bagi pegawai di kecamatan dalam bentuk tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan. Pengembangan faktor budaya organisasi dapat menjadi suatu metode yang efektif dalam mengembangkan sumber daya manusia terhadap nilai-nilai dalam setiap individunya dalam organisasi. Namun, biasanya pimpinan perlu melakukan lebih banyak pengawasan, pengendalian dan pelatihan. 

Aspek integrasi secara hakiki akan memberikan gambaran tentang prosedur, kewenangan, rentang kendali dan tanggung jawab seorang aparat dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, integrasi juga akan mencerminkan besarnya kelembagaan suatu organisasi yang tergambar dari sedikit banyaknya unit kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Untuk itu, efektivitas dan eflsiensi penyelenggaraan kegiatan pemerintah kecamatan juga akan ditentukan oleh sejauhmana integrasi dalam struktur organisasi yang dibentuk dapat memberikan dukungan secara nyata terhadap keberhasilan kegiatan yang dimaksud. Hasil uji statistik memperlihatkan bahwa integrasi dalam konteks implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, khususnya menyangkut kewenangan urusan umum pemerintahan, urusan perijinan, dan urusan keuangan serta aset daerah telah memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik pada pemerintah kecamatan. Hal ini mencerminkan bahwa keberadaan integrasi dalam konteks implementasi kebijakan pelayanan perijinan terpadu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Bahkan kehadiran integrasi dianggap sebagai pedoman atau pemegang arah dari suatu kebijakan. Hal ini mengandung makna bahwa kehadiran integrasi akan mengarahkan aparat pelaksana dalam menterjemahkan kebijakan kebijakan yang bersangkutan. Hasil penelitian mengungkap bahwa integrasi dalam struktur organisasi Kecamatan sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi kewilayahan dan memberikan pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan di Kota Bekasi dalam konteks implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu, secara empirik membutuhkan adanya kerjasama diantara berbagai instansi yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Hal ini dapat dimengerti, karena secara kelembagaan esensi kebijakan pelayanan administrasi terpadu memang melibatkan sejumlah instansi, baik dinas, kantor maupun lembaga teknis lainnya yang ada hubungannya dengan pemberian rekomendasi dan penerbitan perijinan. Secara substantif kerjasama yang dilakukan oleh kelembagaan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan berdasarkan peran dan fungsi masing-masing kelembagaan. Kemudian secara operasional, kerjasama tersebut mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Dengan demikian, kerjasama tersebut dapat dilihat dalam upaya menjalin aktivitas berbagai instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu ini.

Fakta empiris memperlihatkan, bahwa kerjasama dalam konteks pelaksanaan kebijakan pelayanan, khususnya menyangkut pelayanan perijinan dan non perijinan, instansi-instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini kecenderungan masih terdapat kurangnya koordinasi antar bagian yang terlibat sehingga terkesan saling menunggu. Meskipun dalam waktu dekat ini sudah mulai mengalami perbaikan kearah yang positif. Kondisi faktual juga menggambarkan dalam konteks implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu, koordinasi yang terintegratif antara kecamatan dengan dinas selaku pihak yang mengeluarkan ijin menempati posisi yang cukup strategis. Strategisnya posisi koordinasi ini dapat dipahami, karena melalui koordinasi berbagai aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah kecamatan akan memiliki kejelasan serta lebih terintegratif. Secara operasional, koordinasi yang dilakukan dapat dibedakan dalam dua kategori, yakni koordinasi yang bersifat internal dan eksternal. Koordinasi yang bersifat internal dapat diklasiflkasikan dalam koordinasi yang bersifat vertikal dan koordinasi yang sifatnya horizontal. Koordinasi yang bersifat vertikal dilakukan antara camat dan kepala seksi. Kemudian koordinasi yang bersifat horizontal, yakni koordinasi antara seksi-seksi yang ada di lingkungan kecamatan yang kedudukannya selevel. Oleh karena itu, dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan kebijakan ini, unsur pimpinan pada masing-masing instansi yang terlibat, dituntut untuk memiliki komitmen dan perhatian yang serius terhadap penerapan koordinasi, baik secara internal maupun ekternal.

3.2.5.  Temuan Hasil Penelitian




Sedemokratis apapun formulasi kebijakan publik, pada akhirnya yang memutuskan adalah pemimpin. Peran pemimpin dalam kebijakan publik teramat vital karena hanya pemimpinlah yang mempunyai tugas pokok memastikan rumusan kebijakan di buat sesuai dengan seharusnya das sein mendekati das sollen. Untuk itulah pemimpin di pilih; untuk itulah seorang pemimpin harus mempunyai berbagai karakter tidak asal manusia tidak asal populer. Kepemimpinan merupakan seni dalam mempengaruhi dan menggerakan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek dan kerjasama secara loyal untuk menyelesaikan tugas dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan memegang peranan penting yang mutlak dalam implementasi kebijakan. Berbagai peran pemimpin selama proses implementasi kebijakan antara lain  (1) penginisiasi pertemuan, (2) fasilitator dan mediator, (3) menggali dukungan untuk implementasi kebijakan, (4) representasi dari organisasi dan anggota secara keseluruhan, (5) mendorong penggunaan teknologi dalam implementasi kebijakan (6) pendistributor pengetahuan, serta (7) melakukan advokasi pada publik. Peran pemimpin lain yang utama adalah bagaimana tindakannya saat mendorong deliberasi atau mengatasi konflik, dan bagaimana meningkatkan determinasi para aktor terhadap tujuan organisasi. Kualitas kepemimpinan seyogyanya perlu terus ditingkatkan agar memenuhi segi-segi kompetensi, komitmen, profesionalitas, jujur, adil, amanah, berintegritas tinggi dan berpola pikir, pola sikap dan pola tindak yang komprehensif, integral dan holistik demi kepentingan rakyat dan masyarakatnya.

b).	Prosedur dan komitmen organisasi (procedural and organitational arrangements)
Seringkali kesepakatan yang ada dalam organisasi awalnya adalah informal sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya, namun seiring berjalannya waktu, maka dibutuhkan  formalitas dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti adanya pembentukan perundangan atau legalformal yang menjadi payung hukum kebijakan. Dalam hasil penelitian, diperlukan juga berbagai prosedur dan protokol, serta struktur organisasi dalam manajemen interaksi antar aktor dalam organisasi sehingga terbentuk dimensi-dimensi dalam implementasi kebijakan yang menjadi budaya serta efektivitas organisasi dapat tercapai. Adapun dimensi-dimensi tersebut seperti aturan-aturan umum (ground rules), protokol-protokol dalam kebijakan (operating protocol), peraturan untuk membuat keputusan (decision rules), dan sebagainya yang mungkin dapat terbentuk.  Penekanan dari hasil penelitian terkait komitmen organisasi merupakan kekuatan pengikat diri seorang terhadap visi bersama, terdiri dari (1) komitmen pada pekerjaan, (2) komitmen pada kelompok kerja, dan (3) komitmen pada organisasi. Peningkatan komitmen perlu ada sebagai bentuk perwujudan dari kerelaan seseorang dalam bentuk pengikatan diri dengan dirinya sendiri (komitmen individu) atau dengan organisasinya (komitmen organisasi), yang digambarkan oleh besarnya usaha (besarnya tenaga, waktu dan pemikiran) atau besarnya semangat untuk terus belajar bagi pencapaian cita-cita pribadi (komitmen individu) atau visi bersama/komitmen organisasi. 

c). Sumber daya manusia (human resources)




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang dampak implementasi kebijakan dan budaya organisasi terhadap efektivitas organisasi sebagaimana diuraikan pada bab IV, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa secara simultan implementasi kebijakan dan budaya organisasi memberikan pengaruh cukup besar dan signifikan terhadap efektivitas organisasi Kecamatan di Kota Bekasi. Hal ini mengandung makna bahwa implementasi kebijakan dan budaya organisasi yang selama ini dilaksanakan oleh Kecamatan di Kota Bekasi belum sepenuhnya berjalan secara efektif, sehingga mempengaruhi terhadap efektivitas pelayanan Kecamatan di Kota Bekasi.

Secara parsial implementasi kebijakan telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas organisasi kecamatan di Kota Bekasi, Adapun aspek-aspek implementasi kebijakan cukup berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan administrasi terpadu secara berurutan adalah aspek ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, aspek komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, aspek sikap para pelaksana, aspek ukuran dan tujuan kebijakan, aspek sumber-sumber kebijakan, dan aspek lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Secara parsial budaya organisasi berpengaruh cukup besar dan signifikan terhadap efektivitas organisasi Kecamatan di Kota Bekasi adapun faktor-faktor budaya organisasi yang berpengaruh secara berurutan adalah sebagai berikut melalui aspek pola-pola komunikasi, aspek identitas, aspek arah, aspek integritas, aspek dukungan dari manajemen, aspek kontrol, aspek toleransi terhadap resiko, aspek inisiatif individu, dan aspek sistem imbalan.
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